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A. LATAR BELAKANG 
  Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang dapat dijumpai 
di berbagai lingkungan masyarakat.1 Perjudian merupakan problem sosial yang 
sulit ditanggulangi dan timbulnya perbuatan judi tersebut sudah ada sejak 
adanya peradaban manusia dan masih dilakukan oleh manusia hingga masa 
sekarang.2  
 Perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral 
Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Larangan bagi 
manusia untuk melakukan perbuatan judi dalam Islam secara tegas disebutkan 
dalam Al Qur'an Surat al Maidah ayat 90 yang artinya: 
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 
perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan." 
 
Perjudian dalam islam dianggap telah bertentangan dengan tujuan 
hukum islam yang salah satunya adalah untuk melindungi harta. Perjudian juga 
dianggap sebagai penyakit masyarakat karena mempunyai dampak yang 
negatif yakni merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi 
muda. Adapun pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku 
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manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam 




 Perjudian merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum positif 
Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Menurut 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian 
bahwa perjudian merupakan bentuk kejahatan.
4
 Masuknya kategori perjudian 
sebagai kejahatan juga dapat dilihat dari pengaturan perjudian yang terdapat 
dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan. 
 Pengertian perjudian menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang hukum 
Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan 
mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya 
lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang 
keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan 




 Contoh dari perbuatan judi adalah ketika dua orang atau lebih bertaruh 
akan sesuatu hal yang mungkin terjadi, seperti hasil dari nilai yang akan keluar 
ataupun hasil dari sebuah pertandingan. Dalam perjudian ini, pemain yang 
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kalah akan memberikan seluruh taruhannya kepada pemain yang 
memenangkan pertaruhan. Hal tersebut membuat setiap orang yang melakukan 
perbuatan judi merasa ketagihan jika memenangkan permainan dan membuat 
penasaran jika kalah dalam permainan. 
 Setiap orang yang melakukan perbuatan judi diancam dengan pidana 
penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh 
lima juta rupiah sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1974 tentang Perjudian. Namun adanya ancamam pidana tersebut tidak 
membuat orang yang berjudi enggan untuk melakukan perbuatan judi. 
 Para pengamat mengemukakan bahwa pendapatan dari perjudian yang 
resmi, yaitu perjudian yang diadakan secara tradisional di dunia nyata, 
mencapai kurang lebih 3 miliar dollar setiap tahun dalam tahun 1976. Pada 
1994, pendapatan dari perjudian resmi tersebut mencapai jumlah 39,9 miliar 
dollar per tahun.
6
 Berdasarkan data tersebut terlihat peningkatan yang cukup 
signifikan dari perjudian selama kurun waktu dua puluh tahun. Dalam wilayah 
Kabupaten Klaten untuk tindak pidana perjudian selama bulan Januari hingga 
Mei 2017 tercatat 17 kasus judi Cap Jie Kia, 3 judi kartu dan 1 judi sabung 
ayam dan  ditetapkan 40 tersangka dengan total barang bukti uang senilai Rp 6 
juta.
7
 Berdasarkan mini riset melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis 
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sebelum penelitian ini dimulai, masih terdapat judi dalam bentuk Cap Jie Kia 
dan  judi kartu di daerah Klaten. 
 Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun 
skripsi yang berjudul tentang “UPAYA POLISI DALAM 
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH 
HUKUM POLRES KLATEN" 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Dalam penelitian ini, penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah upaya kepolisian Polres Klaten terhadap tindak pidana 
perjudian di wilayah hukum Polres Klaten? 
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan 
hukum tindak pidana perjudian diwilayah hukum Polres Klaten? 
 
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu: 
a. Untuk mengetahui tentang bagaimana upaya kepolisian Polres Klaten 
terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Klaten. 
b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan 
hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Klaten. 





1. Manfaat Teoritis 
Diharapkan penelitian skripsi yang penulis lakukan dapat 
menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, 
khususnya terkait dengan upaya penanggulangan dan kendala yang 
dihadapi oleh kepolisian Polres Klaten terhadap tindak pidana perjudian di 
wilayah hukum Klaten. 
2. Manfaat Praktis 
Dapat memberikan sumbangsih kepada penegak hukum dalam 
upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana 
perjudian.  
 










 Dalam interaksinya, setiap perbuatan manusia diatur oleh hukum. 
Hukum yang berlaku bagi manusia bertujuan untuk mensejahterakan manusia. 
Tindak Pidana 
Perjudian Kepolisian 
Pasal 303 Ayat (1),(2) , (3) 
KUHP dan UU No. 7 
Tahun 1974 
Tugas dan Kewenangan 
Kepolisian UU No.2 Tahun 2002 
 




Salah satu hukum yang dibuat oleh manusia untuk mengatur tingkah laku dan 
perbuatan manusia adalah hukum pidana. Hukum pidana memuat aturan-aturan 
mengenai tindak pidana. Moeljatno memberikan definisi tentang hukum pidana 
sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar 
larangan tersebut.
8
 Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah 
sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk 
penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian.
9
 
 Perjudian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 Ayat 
(1), (2), dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Larangan bagi 
setiap orang untuk melakukan perjudian harus ditaati oleh setiap warga negara 
Indonesia dan bagi barangsiapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 Penegakan hukum terhadap tindak pidana dilakukan oleh kepolisian 
sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Untuk melakukan penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana 
perjudian polisi membutuhkan upaya-upaya untuk dilakukan dan di samping 
itu juga terdapat kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak 
pidana perjudian khususnya di wilayah hukum Polres Klaten. 
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E. METODE PENELITIAN 
1. Metode Pendekatan 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang 
dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data 
sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 
penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.
10
 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian 
yang bersifat menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat 
suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.
11
 Penelitian 
deskriptif ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal 
yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu menggambarkan bagaimana 
upaya kepolisian Polres Klaten dalam menanggulangi tindak pidana 
perjudian di wilayah hukum Klaten. 
3. Sumber dan Jenis Data 
 Penelitian ini merupakan studi atau penelitian lapangan: 
a. Lokasi Penelitian 
Penulis melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Resort Klaten guna 
mengkaji atau menganalisa upaya yang dilakukan Polres Klaten dalam 
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menaggulangi tindak pidana perjudian dan kendala-kendala yang 
menghambatnya. 
b. Jenis Data 
Penulis melakukan penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu : 
1) Data Primer 
Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari 
sumbernya, yakni dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan 
langsung kepada narasumbernya yakni anggota kepolisian resort 
Klaten yang menangani tindak pidana perjudian. 
2) Data Sekunder 
Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau 
perseorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah 
mengumpulkan dan mengolahnya sebelumnya.
12
 Data sekunder 
tersebut didapat dari penelitian perpustakaan. Adapun bahan bahan 
hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a) Bahan Hukum Primer 
Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku, karya tulis ilmiah, 
jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yaitu: 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 
Penertiban Perjudian 
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3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang terdiri literatur-
literatur dan hasil karya ilmiah para sarjana
13
serta hasil 
penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai upaya 
penanggulangan tindak pidana perjudian. 
4. Metode Pengumpulan Data 
  Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: 
a. Wawancara (Interview) 
Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai 
anggota kepolisian resort klaten mengenai upaya penanggulangan 
tindak pidana perjudian khususnya di wilayah hukum klaten dan 
faktor-faktor penghambatnya 
b. Pengamatan (Observasi) 
Yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk 
mendapatkan gambaran nyata tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan penelitian. 
5. Metode Analisis Data 
Penulis menggunakan metode analisis data secara teknik 
deskriptif kualitatif yakni kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil 
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F. SISTEMATIKA SKRIPSI 
BAB I Pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 
metode penelitian, dan sistematika penelitian. 
BAB II Tinjauan Pustaka, memuat tinjauan umum mengenai tindak 
pidana yang meliputi pengertian, unsur-unsur dan upaya penanggulangan 
tindak pidana, tinjauan umum mengenai tindak pidana perjudian dan 
dampaknya bagi masyarakat yang memuat definisi, bentuk-bentuk, faktor 
penyebab, pengaturan tindak pidana perjudian dan dampaknya bagi 
masyarakat, Selain itu juga memuat tinjauan umum mengenai kepolisian yang 
meliputi definisi, pengaturan, tugas, dan  kewenangan kepolisian. 
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat uraian tentang 
upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah Polres Klaten dan 
kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana 
perjudian di Kabupaten  Klaten. 
BAB IV Penutup, memuat kesimpulan penelitian dan saran 
Daftar Pustaka 
Lampiran 
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